
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERSIAPAN LELANG
UANG HASXL LELANG HASZL HUTAN TEMUAN, SXTAAN DAN RAMPASAN

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KAUMANTAN TENGAH,

Menimbang

Mengingat

bahwa ketentuan yang berkaltan dengan pelaksanaan pembaglan dan
penggunaan biaya persiapan lelang uang basil lelang basil butan temuan, sitaan
dan rampasan sebagaimana yang telah diatur daiam peraturan Gubemur
Kalimantan Tengah Nomor 62 Tahun 2006 beliim dapat menampung seluruh
kegiatan pihak-pibak yang terkaft, maka perlu dliakukan perubahan terbadap
ketentuan dimaksud dengan menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan
Tengah tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Persiapan Lelang Uang Hasfl
Lelang Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undong Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Ungkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Ungkat 1 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana
(Lembaran Negara RepubHk, Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsetvasi Sumber Daya
Atom Hayati Dan Ekosfetemnya (Lembaran Negara Repubilk Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia
Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3687);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubilk
Indonesia (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4168);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4389);

/. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Repubilk
Indonesia (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambcthan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4401);

8. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penqqanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Menjadi Undang-UiKiang (Lembaran Negara RepubHk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia
Nomor 4412);
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Menetapkan

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
dkibah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriotahan Daerah Menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertical Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Provlnsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara RepubHk Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang PerHndungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

14. Instruksl Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan
Penebangan Kayu Secara Illegal DI Kawasan Hutan Dan Peredarannya DI
Sekrruh Wllayah Republik Indonesia;

15. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.48/Menhut-!l/2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Has# Hutan Ternuan, Sitaan
Dan Rampasan;

16. Keputusan Gubemur Kepala Daerah T'ngkatIKalimantan Tengah Nomor
42 Tahun 1991tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi DI Provlnsi
Daerah TingkatIKalimantan Tengah;

M E M U T U S K A N :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA PERSZAPAN LELANG UANG HASH. LELANG HASIL HUTAN
TEMUAN,SXTAAN DAN RAMPASAN.

Pasal1

Dalam peraturan Ini, yang dimaksud :
1. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Tengah.
2. Provlnsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provlnsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provlnsi Kalimantan Tengah.
5. Hasil Hutan Ternuan adalah hasit hutan yang berdasarkan pemeriksaan

dkemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak dlketahui identltas
yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama
maupun alamatnya.
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6.

7.

8.

9.

10.

U.

12

13.

M.

15.

16.

17.

18.

Hasil Hutan Sitaan adalah hasil hutan yang disfta berdasarkan hukum acara
ptdana sebagai barang bukti daiam perkara pSdana.
Hasil Hutan Rampasan adaiah hasil hutan yang dirampas untuk Negara
berdasarkan keputusan Pengadilan yang teiah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Harga Limit lelang adalah harga pokok lelang yang ditetapkan dengan
pertknbangan tingkat harga pasar hasil hutan yang bertaku saat ku dl
wllayah setempat serta konrfisl nyata kualitas hasil hutan yang akan
dilelang berdasarkan har.il oengukuran dan pengujlan hasil hutan oieh
petugas yang berwenang.
Biaya Persiapan Lelang adalah biayabiaya yang timbul sebagai akibat
pengurusan barang bukti hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan yang
akan dilelang dan dlbebanksn kepada Pemenang Lelang serta bukan
merupakau Penerimoan Negara Bukan Pajak (PNBP),

Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggl yang dibayarkan oleh
Pemenang Lelang berdasarkan penetapan/risaian lelang oieh Juru Letang
Kantor Peiayanan Plutang dan lelang Negara setempat.
Draught Survey adalah suabj metode penentuan kuantftas barang yang
dlmuat di atas kapat, berdasarkan prinsip hukum Archimedes.
Kantor Pelayanan Pkrtang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah fnstarisl
Pemerkitab yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk
meiaksanakan pelelangan terhadap barang/benda yang merupakan hak
Negara.
Hasil lelang kayu rampasan adalah uang hasH lelang kayu rampasan yang
langsung disetor oieli Kuntor Lelang Negara ke Kas Negara yang
bersangkutan.
Pihak-piliak yang berjasa daiam upaya penyelamatan kekayaan Negara
adalah Drang per orang/lenrhaga/Badan/DInos/LShi maupun tlm operas!
yang teiah menongkap petaku tindak pldana, menylta barang bukti,
menemukan/meiapor adanya kayu illegal pada suatu tempat, dan laporan
tersebut daiam bentuk tufisan dtsertai peta/denah iokasi, ditenma oieh
instansl Kehutanan balk di daerah Kabupaten/Kota maupun Provlnsi daiam
wakoj 1 x 2d jam dan taporan/temuan tersebut tidak boteh same dengan
laporan sebekim/berikutnya balk ffeik maupun tempat diteroukan barang
bukti tersebut. Honor hagl plhak-pihak yang berjasa tersebut hanya
diberikan kepada orang per orang/Lemhaga/Badan/lSM maupun Tim
operasi fang lebih dulu menyampaikan laporannya.
PenykKk adalah petugas panyidtkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan meHputi Instansl Kepoltslan, Kejaksaan Kehutanan, Bea dan
Cukai, dan TNT-A! yang menanganl perkara dihkJang kehutanan,

Penunhjt Umum adalah Jaksa vang dituqaskan untuk menanganl dan
menydesalkan perkara dlbldang kehutanan.
Tim Gabungan Penertiban/Pe«igamanan Hutan Provlnsi Kalimantan Tengah
adalah Tim yang dibentuk oieh GuLemur Kalimantan Tengah dengan Surat
Keputusan.
Insbmst kehutanan daiam hat Ini meiipuli Kantor Dinas Kelmtanan Provlnsi
Kalimantan Tengah Dinas Kehutanan/Perkebunan Kabupaten/Kota Cabang
Dinas Kehutanan, Unit pdaksana Teknis Daerah (UP7D), Balai/Kepala Seksi
Wilayah BKSDA, Balai Sertlflkasi Pengujlan HasH Hutan (BSPHH), dan
Taman Naslonal.

Pasal 2

Biaya Honor bagi pttwk-plhak yang berjasa daiam upaya penyelamatan kekayaan
negara dlsfelhkan sebesar 25 (dua ptiluh Hma) persen untuk keglatan Operasi
Pengamaoan Hutan.
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Pml 3

Biaya sebagaimana dimaksud dafam Pasat 2 dlsetor oleh penyidfk, penuntut
umum maupun panitla pada Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelelangan ke rekenfng Kepala Dinas atas nama Gubemur.

V
Paaal 4

Pembagian dan penggunaan serta peruntukan biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 3 diatur sebaqai bertkut :
1. Sebesar 15 (Hma beias) persen dberaiikan ofeh Kepala Dinas atas nama

Gubemur kepada pengelola biaya penggant! di Dinas Kehutanan ProvInsJ
Kalimantan Tengah untuk keglatan pembettan ATK, pengadaan sarana dan
prasarana, pembuatan/pembahasan Surat Keputusan dan honor bagai
petugas/pengefola biaya penggantl.

2 , Sebesar 85 (delapan puluh Hma) persen, dikeloia oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi atas nama Gubemur Kalimantan Tengah yang
diperuntukan untuk :
- Biaya rapat-rapat/konsuitasi ke pusat regional terkalt dengan kegiatan

Illegal Logging, bantuan biaya pubttkasi (media cetak dan elektronik),
pengadaan bahan mater) kampanye dan penyuiuhan dan petaksanaan
karnpanye pernberantasan Illegal logging serta penyuiuhan kepada
masyarakat.

- Bantuan biaya peninjauan tapangan/lokasi barang bukti hasil operas),
bantuan biaya daiam rangka perjalanan dlnas intelljen, dan bantuan
biaya operas!dan pengamanan hutan
Bantuan biaya Operasiona) kepada para pejabat Pemerintah Daerah
Provinsi.

Paaal 5

Pembagian dan penggunaan biaya penggant! sebagaimana dimaksud daiam
Pasai d tersebut di atas, atas pereetujuan Gubemur Kalimantan Tengah/Wakfl
Gubemur Kalimantan Tengah seiaku Ketua Tim Gabungan Penertihan/
Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

Paaal 6

Penyfelhan biaya honor proses hasil lelang hasil hutan temuan, sitaan dan
rampasan dilakukan oleh panttia letang/instansi setempat seiaku pemohon
ieianq.

Paaal 7

Cara penyisihan dana biaya honor sebagaimana dimaksud daiam Pasai 6
dilakukan iangsung pada saat penyetoran hasil ieianq kayu temuan, sitaan dan
rampasan ke Kas Negara, dan Rank Negara Indonesia 1946 Cabang Paiangka
Raya untuk penyetoran Biaya Persiapan lelang hasil hutan kayu temuan, sitaan
dan rampasan.

Paaal 8

Kepala/Ptmpinan Instansi Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk mewakiti,
wajib :
1. Menghadiri setlap pelaksanaan lelang kayu temuan, sitaan dan rampasan

diwflayah tugasnya.
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2. Mencatat/merekam proses ielang meiiputi status kayu yang ditetang, pejabat
yang menangani peieiangan, pejabat yang menangani peieiangan muiai dart
proses penemuan/penyiiaan, penyelkffkan, penyMIkan dan penontutan.

3. Bekerja sama dengan pemohcn Ielang untuk realteasi penylslhan Maya honor
bag! pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyetamatan kekayaan Negara
sebesnr 25 (dua puluh Hma) persen sebagai honor/dana Insendf bag! pihak-
pfhak yang herjasa dalam upaya penyelemntan kekayaan Negara

Pasal 9

(1) Peinbagiau don penyerahan Moya-Wayo, bantuan blaya kepada
oejahat/petugas dan plhak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan
kekayaan Negara untuk Provtnsi oieh Kepab Dinas Kehutanan, dan untuk
Kabupaten/Kota oteh Kepaia Dinas keiiutanan/kepab Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten/Kota.

(7 ) Pembagian dan penyerahan honor blaya honor kepada pejabat/petugas
yang bersangkutan ditaksanakan sebagai berikut :
a. Biaya honor untuk Provlnsi dlbayarkan oieh petugas/pengelola blaya

honor Provlnsi seteiah rrtendapat persetujuan dart Kepaia Dinas atas
nama Gubemur.

b. biaya honor untuk Kabupaioen/ Kota dlbayarkan akin sekretarte/ petugas
pengelola biaya pengganti daerah setelah menda|>at persetujuan dari
Kepaia Dinas Kehutanaii/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten/Kota.

Pawl 10

(1) Penyctoran honor biaya pengganti dilaksanakari paling tambat 7 (tujuh)
hart seteteh pejabat (nstarisi kehutanan nienersna penyisihan Maya
pengganti dari pemohon Ielang/kantor Ielang Negara.

(2) Pembagian honor biaya pengganti sebaoafruana dimaksud dalam Pasal 8
segera dlbayarkan kepada pejabat/ petugas yang bersangkutan.

Pa$al 11

Penyerahan biaya pengganti kepada pejabat/petugas dan oihak-pfhak yang
berjasa dalam upaya penyelematan kekayaan Negara dliakukan berdasarkan
bukti Surat Keputusan dan atmi Surat Perilitaii Tugas dart Kepaia Dinas
Kehutanan atas nama Gubemur dan atmi atas persetujuan Gubemur atau Surat
Perintah Tugas dari Kepaia Dinas Kehutanan/Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten/ Kota atas nama Walikota/Bupatt.

Pasal 12

Pertanggungjawaban biaya honor dan daftar aama nama penerima dan
besamya honor biaya ittmor yang diterima, disertai kwitansi penutup yang
ditandata. igani oieh Kepaia instansl yang bersangkutan sebagai bukti
penerimaun dan penyerahan.

Pasal 13

(1) Penyteihan, penyetoran ke Bank Negara Indonesia 1946 dan peiaksanaan
pembaglan dan penyerahan biaya honor kepada pejabat/petugas
diiaporkan secara oerjenjang kepada Menteri kehutanan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dHakukan setiap bulan
oieh petugas pengeiola biaya iionor untuk Provlnsi melalul Kepaia Dinas
dan untuk Kabupaten/Kota melalui Kepaia Dinas Kehutanan/Perkebunan
Kabupaten/Kota.
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Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Ini, akan dlatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Dinas atas dasar persetujuan Gubemur.

Pasal 15

Peraturan Gubemur ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.
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PROVINSI KALIMANTAN TEN
S E K D A

ASISTEN I

SATUAN
KERJA/ UNIT
PEHGOLAH

KEPALA
DISHUT

KARO
HUKUM

KABAGPER-
UU-AH

KASU0AG
RANKUM

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Juni 2007
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